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FERATURAN DAESAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG

XXIN USAEA ANGKUTAN DENGZN KENDARIMAN BERMOTOR UMUM DALNM

KOTEMIDYLA DAERAH TINGKAT IXI SURNBAYR

DENGIN REHMAT TUHRN YANG MRPHA ESI.

WLLIKOTEMADYR KETALL DAERAH TINGKAT II SURABAYR

a.

bahwa dengan semakin maﬂtapnya pertumbuhan perekoncmian dan
prertumbuhan pembangunan kota pada dewasa ini, merangsang -
timbulnya usaha usaha yanc bergerak dibidang jasa pengang -
kutan ;

bahwa untuk mempercleh keseimbangan antara pendapatan Peme
rintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakaya dengan beaya -
yvang harus dikeluarkan untuk keperluan pcmbangunan  Daerah
dalam randka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khusus
nya penyeﬁpurnaan atau penéembangan fasilitas angkutan umum
serta peningkatan ketertiban umum, dipandang perlu untuk me
ninjau kembali ketentuan menqgenai 1zin Usaha Angkutan de-
ncgan Kendaraan Bermotor Umum beréasarkan Peraturan Daerah
yang telah ditetapkan sebelumny2 dan menetapkan kembali ke

tentuan ketentuan tersebut dalam suatu Feraturan Daerah.

Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentanc okck pokok  Teme

rintahan 4di Daerah ;

Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tzntang Pembentukan Dae
rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Te
ngah/Jawa Barat dan Dacrah Istimewa Yogyakarta juncto Un
dang undang Nomor 2 tahun 1965 :

Undang undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan -
Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun
1961 -

Undang undang Nomor 3 tahun 1965 tentanc Lalu Lintas dan -~
Angkatan Jalan Raya ;



5. Undang undan~ Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Lcara Pidana

6. Keputusan i teri Dalam Negeri Nemor 23 tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lintkuncgan Pemerintah Daerah : _

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 573 - 442 tentang Sis
tim dan Fyosedur Perpajakan, Letribusi Daerah dan Pendapat
an Daerzh lainnya serta Pemungutan Pajak Fumi dan Bangunan

8, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tinckat II Surabaya No
mor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IY Surabaya No
mor 13 tahun 1987 tentang “enyidik Pegawal Negeri Sipil ai
lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Demc>r Persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Acratam,

MEMUTUSKAN
merc trokAn : PERATURAN DAERAH KOTAMADYER DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG

IZIN USAHA ANGKIJTAN DENGAN KENDARARN BERMOTOR UMUM DALAM XCTA
MADYN DRETRAH TINGKAT IY SURRBAYA.

BAB I
EETENTUAN UMIM
Pasal 1

Dalsm Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting
kat II Surabava

b. Kepala Dzerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
IT Surahaya ;

c. Perusahaan Angkutan, adalah sctiap usaha baik bersifat per
seorangan maupun berbentuk Badan Hukum, yang menyelenggarea
kan pekerjaan pengangkutan orang atau barang dari satu tem
pat ke tempat lain, dengan menggunakan kendaraan bermotor-
ummamn  ;

d. Fendaraan Bermctor Umum, adalah setiap kendaraan umum yang
digerakkan oleh neralatan teknik yans terdapat pada kenda-
raan itn, yang biasanys dipercunakan untuk mengangkut -
orang atam barang di jalan sclain dari pada kendaraan yang
berjalan diatas rel dan disediakan baik untuk dipergunakan



a)

(2)

)

oleh umum dencan pembayaran maupun cleh suatu perusahaan -

untuk kepentingan perusahaannya ;

e. Izin, adalah ixin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor

umum.

BAB IX
PERIZINAAZN
Pasal 2

Untuk menyelenggarakan usaha angkutan dengan kendaraan bermo-
tor wrum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabayz diwajibkan -
terlebih dahuwlu memperoleh izin dari Kepala Dacrah.

Pasal 3

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan-
Daerah ini diajukan dengan cara dan syarat sebagai berikut

a. surat permchonan secara tertulis diajukan kepada Kepala -
Daerah

b. delam surat permohonan tersebut pada huruf a pasal ini an
tara lain memuat nama, alamat, pekerjaan; jenis kendaraan-

bermotor dan reruntukan pencanckutan ;

c. surat permohonan harus dilampiri antara lain :
1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKR)
2. Kartu Tanda Penduduk (XTP) ;
3. Surat Keterangan Lunas Pajak atau Retribusi Daerah yang
dikeluarkan oleh ¥epala Dinas Pendapatan Daerah :
4, Syarat syarat lain yang ditentukan oleh Kepala baerah.

Pasal 4

Izin Usaha Angkutan dencan Kendarazn Bermotor Umum berlaku un
tuk selama 1 {satu) tahun menurut tahun kalender serta berla
ko untuk 1 (satu} jenis kendaraan dan dapat diperpanjang lagi
setelah memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan oleh Ke
pals Daerah :

Permchonan untuk perpanjangan izin harus diajukan 2 (dua) bu
lan sebelur berakhirnya masa izin vang lama setelah memenuhi-
gysrat syarat seperti dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah
ind ;

Bentuk dan isi surzt izin ditetapkan oleh Kepala Dzerah.



BAR IIX .
BATAL ATAU TIDAK BERLAKUNYA SURAT IZIN
Pasal 5

Parat izin sebagaimana dimesksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah -
ad dinyatzkan batal atau tidak berlaku lagi jika :

.

t-.

i
..

telah habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan izin per -
panjangan

atas permintaan pemegang izin ;

pemegan; izin meninggal dunia dan memindahkan hak atas izin ke
pada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah ;

pengusaha dinyatakan pailit ;

melancgar ketentuan ketentuan dalam surat izin ;

keadaan yang dilapcrkan pada waktu mengajukan permohonan izin
tidak sesual dengan keadaan setelah berlakunya izin.

BAB IV
PEMINDAHAN HEK ATAS SURAT IZIN
Pasal &6

Pemindahan hak atas surat izin dinyatakan sah setelah mendapatkan
persetujuan dari Kepala Daerah.

a)

(2)

Q)

1)

BB V
KETENTUAN PENGRWASAN
Pagsal 7

ontuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Dae
rah ini maka pada setiap kendaraan yang telah mendapatkan izin
diberikan tanda izin berupa pening dan surat izin -

Pening dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditempelkan atau
ditempatkan pada kendaraan yang bersangkutan ditempat yang mu
dah dilihat ;

Surat izin dimakeud pada ayat (1) pasal ini harus selalu bera-
da dalam kendaraan yang bersangkutan.

BB VI
KETENTUOAN RETRIBUST
Pasal 8

Untok setiap pengclunaran surat i¥in dimaksud  dalam pasal 2 -
Peraturan Daerah ini dikemakan puncutan retribusi iz4in usaha
angkuotan kendaraan bermotor usam



(2)

(3)

(4)

(1)

Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk se -
tiap kendaraan yang setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut:

a, Bagi usaha dengan kendaraan truk gandengan, trailer atau -~
kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 15.000,~ (lima be
las ritu rupiah)

b. Bagl usaha dengan truk tanpa candengan, light truk atau bus
schesar Rp. 12.000,~ {(dua belas ribu rupiah) ;

¢. Bagi usahe dengan kendaraan suburban, oplet, taksi, colt, -
pick up, kendaraan roda 3 (tiga) dan kendaraan lain yang se
jenis, sebesar Rp. 5.500,~ {limz ribu lima ratus rupiah)

d. Bagil usaha dengan kendarazan hasil produksi tahun 1970 atau
sebelumnya dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima pu
luh perscratus) dari ketentuan tarip sebagaimana tersebut -

pada huruf a, b dan ¢ pasal ini ;

Pembayaran dilakukan selambat lambatnya 15 (lime belas) hari
setelah berakhirnya tahun takwin ;

Keterlambatan pembayaran retribusi dimeksud pada ayat (2) dan
(3) pasal ini dikenakan tambahan scbesar 10% (sepuluh persera-
tus) dari jumlah retribusi yanes tidak atau belum atou kurang -~
dibayar.

BaB VII
KETENTURN FIDANR

Pasal 9

Pelanggaran atas ketentuan Peraturen Daerah ini dapat diancam-
dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) hulan atau denda
setinggi ti gginya sebesar Rp, 7.500,- (tujuh riku lima ratus-
rupiah) :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimeksud pada ayat (1) pasal ini -

adalah tindak pidana pelanggaran

BEaB  VIII
KETENTULRN PENYIDIKBN
Tasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pida
na sebacaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini 4i



Bakukan oleh Pejabat Fenyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Peswerintah Drerah yono pencangkatonnya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Ferundang undangan yang berlaku,

Fasal 1l

Dalam melaksanckan tugas penyidikan, para pejabat sekagaimana -

dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Dasrsh ini berwenang :

a. menerima laporan atau pencaduan dari seseorang tentang ada
nya tindak pidana :

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian -
dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh herhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda -
pengenal diri tersangka :

d. melakukan penyitaan henda atau surat ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil orang untuk didencar dan diperiksa ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya -
dengan pemeriksaan perkara ;

. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari Penyidik hahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristi-
wa tersebut hukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya me
lalui Penyidik mewberitabukan hal tersebut kepada Penuntut -
Omum, tersangka atau keluarganya :

1. mengadakan tindakan lailn menurut hukum yang dapat djipertang-
qungjawabkan,

BABE X
KETENTUAN FENUTUF

rasal 12

Seqgala ketentuan yang bertentangan dengan Feraturan Daerah ini
dinyatakan dicalut dan tidak berlaku lagi.

Fasal 13

Bal hal yang belum cukup diatur dalam Feraturan Daerah ini se
panjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh
Xepala Dacrah.



Pasal 14

Peraturzan Doerat ini mulal herlaku pada tanggal diundangkan ;
Rgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -
Faraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae

rah Kotomadya Daerah Tingkat II Surakaya.

Sursabaya, 16 Maret 1989,

DEShAN PERWAKILAN RAKYAT DMERAH WALIROTEMADYN KEPALL DAERAH
i 2 W ERN 2 A S
TS DY, DAERNH TINGKNT II SURABLRYL TINGKAT II SURABAYA
Ke tua,
ttd ttA
SOENJOTOC, BB dr. H, POERNCMO KASIDI

bisahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -~
Jawa Timur tanggal 30 Juni 1989 Nomor 23%/F tahun 1989,

A.n. GUBERNUP KEPALZR DRAERAH TINGKAT I
JAWE TIMUOR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
Nip.0l0016467

Diundangkan dalam Lembaran Dasrah Kcotamadye Daerah Tingkat IT
Surabaya Seri B, pada tanggal 17 Juli 1989 Nomcr 7/B.

A.n. VALIKOTIMRDYAR KEFALA DAERLH
TINGKAT IT SURABAYL
Sekretaris Kotamadya/Daerah

%ng@mddwﬁnwnwa ttd

Drs, SOENARJO

3 /b N Nip. 510040479,
4 Hukup; Ortala )
N




PENJELASAN
ATAS
PELC.TORMK DRERAE KOTRMADYL DAERMH TINGKAT II SURADAYA
NOMOR 2 TAHUM 1989
TENTANG
EXT® TSIAF ANCKUTZH DENGAN KENDARADN TER i UMUM DALNM
KOTRMADYD DRERAH TINGKAT II SURABAYZL

E MCTLOS 5 OV

“engan semakin mentapnya pertumbuhan porekonomian dan pembangunan
s> Zarga ini dibutuhkan tersedianya sarana pencangkutan yang memadai,
#ee zciviwng sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga exrus transportasi
Tel = ¥-twmadys Dacrah Tingkat IT Surabaya depat tetap terjomin kelancar

T .

“rtok hal tersebut Pemerintah Daerah selain menyediakan prasarana
e« *<rme jalan jalan beserta kelengkapannya, perlu puls mengadakan pe
s—=>—_r>r terhadap kegiatan usezha dengan kendaraan kermctor unmum demi ke
ez~ kegiatan penyelenggaraan angkutan dalam Kotamadya Daerah  Ting
kzr - urabaya disamping sebagai langkah langkah pembinaan serta pela -
o= ko ada masyarskat khususnya dalam kajtan kegiatan usaha angkutan -
S z= kerdaraan bermotor umam.

Selain ituv »vla ager dapat diberikannya pelayanan yang sebaik -
P=fkrrs> kgpada masyarakat perlu dtempuh langkah langkah peningkatan ke
sewre>; Tamerintah Daerah yang harus ditunjang dencan upaya peningkatan-
ssmt<r -crndapatan asli daerah dengan mengadakan puncutan retribusi atas
seti> cemberian izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum  se
sma2i Zsncan maksud tersebut dalam Pedoman Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I J>wz2 Timar yang tertuang dalam Surat Edaran tangaal 14 Pebruari 1987 -
Pomcr ©7../3435/013/1987 tentang Penetapan Tarip Retribusi atas Pemberian
Ixir Uszha bagi 7Zngkutan dengan Kendarzan Bermotor Umum,

Urtuk keperluan tersebut, diperluken adanya langkah langkah peng

irzrn Zengan menuangkannya dalam suatue Feraturan Daerah Kotamadya Dae

L

=k Tinckat II Surabaya tentang Izin Usaha 2Angkutan dengan Kendaraan Ber

¥

actor Umur dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

PEOELASAN PASAL DEMI PASRL

oe

Pas=2l 1 cukup jelas ;
Pasal 2 sampai dengan Pasz2l 5 : cukup jelas ;



Tasal 6 + Pemindahan .ok atas surat izin terdadi apa

bila pemeqgang izin reninggal dunia, maka -
ahli waris yanc akan menjadi pemegang hak-
baru harus danat memunjukkan hak ahli wa
risnya.
Dan kepedz pemecang hak baru harus memin -
jukkan permohonan izin serte memenuhi seqa
la kewajibhan yang ditentukan dalam Peratur
an Daerah ini.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 ; cukup delas,



